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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BATUAN HARGA PEMERINTAH

KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFPATI LEBONG,

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu
menctapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Standar Satuan
Harga Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

MNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4349);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
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n 2014 tentang Pemerintahan
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6. Undang-Undang Nomor 23 Ta LT Indonesia Tahun 2014

Daerah (Lembaran Negara Repu _ ]
Nomaor ?EIlf, Tumbuhnngﬂl.tmhnrnn Negara Republik Il‘ndn::;li?-
Nomor 5587), schagnimana telah diubah lml;cmp::ﬁg; t;:rntang
dengnn  Undang-Undang Nemor 9 Tahun 2 e
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Ta ;;n i
tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara E:';.:gam
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun EU?:: :;":;’;_F
Pembagian  Urusan Pemerintahan An:m:ﬂ . Dacml':
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcn?cnn:]ﬂhm;ia Tahun
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indone Republik
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara P

Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stanl;lllel;
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Lfcp;u i
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 51653);

§. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tenlang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Penjualan Barang Milik Negara / Daerah Berupa Kendaraan
Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5610);

1l.Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang / Jasa Pemcerintah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33).

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan
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{5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 'IigDTﬂrt:llll'ln[Bi?'i[ﬂ
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mili ac

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 347);

Negeri Nomor 49 Tahun 2001

16. Keputusan Menteri Dalam ‘
Barang Daerah;

tentang Sistem Informasi Manajemen

or 7 Tahun 2002 tentang

17, Keputusan Menteri Dalam Negen Nom arang Dacrah Provinsi/

Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode B
Kabupalen/Kota,

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahurl; Eﬁ!?fllﬁ
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

{Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUBKAN :

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG TAHUN

ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemenntahan daerah vang  memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lebong.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  yang dapat dinilai dengan uang termasuk  di
dalamnya sepala bentuk kekayaan vang berhubungan denpan
hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan
pcngm:llnnn barang/jasa  yang diperlukan oleh instansi
pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa
pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

6. A_nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
dlsmg'l_-:nt APBD  adalah  rencana  keuangan tahunan
pemerintahan dacrah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan
tugas-tugas perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran belanja di lingkungan Perangkat Daerah.

8. Organisasi Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat OPD
adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Dacrah Yang
bertanggung  jawab  kepada Bupati dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan,

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penpgunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi OPD yang dipimpinnya.



10. Pengguna DBarang adalah pejabat pemecgang kewecnangan
i anﬂﬂﬂﬂ barang milik daerah. . sy
11. Pengelola Barang Milik Daerah vang sclanjutnya dif o
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang ¢
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang

milik dacrah. . )

12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sclanjutnys ::!-ls;':hlll;
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unllunigk
atau pejabat yang ditunjuk olch Pengguna Earaélg g
menggunakan barang milik dacrah yang berada

ik-baiknya.
penguasaannya dengan scbaik-baiknya. erah

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Orgamsal Per{?nE:;tEE ot
yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah do il vk
memuat pendapatan, belanja dan pcmhlﬂ}ﬂmn ieh
digunakan sebagai dasar pelaksanaan angga

n na angearan. .

14. .E,faﬁ];f Harga Barang adalah harga satuan unit bt:jr_f:nﬁ.i HE:E
berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang :—:nc{;ng-
dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan pe
undangan yang berlaku. _ ) :

15. Biayan Satuan adalah nilai suatu jasa Yang !:htcnu:ckan p:t'.;l:
waktu tertentu untuk penghitungan biaya kompo
masukan kegiatan.

BAB Il
STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 2

(1) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020 berfungsi sebagai acuan dalam Penyusunan
Rencana Kerga dan  Anggaran  (RKA) masing - masing
Organisasi  Perangkat Daerah  untuk bahan Penyusunan
Rencana APBD Pemerintah Dacrah Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020.

(2] Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun
Anggarnn 2020 disusun secarn administratil dan telah
disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjoadi, dan
merupakan Harga Eceran tertinggi di wilayah Kabupaten
Lebong yang ditambahkan dengan beberapa koefisien yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ind.

Pasal 3

Standar Satuan Harga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah harga transaksi belum termasuk pajak-pajak yang berlaku
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 4

Terhadap Barang dan Jasa yang belum tercantum dalam tabel
Lampiran Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian
berdasarkan harga rata-rala setempat dan harus memperoleh
persctujuan dan pejabat yang berwenang.



v

. BAR I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal /& AguSteS 2019

7“BUPATI LEBONG
AN
)

-? H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal /¢ Aju_‘.fui- 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUOPATEN LEBONG,

-

H. MUSTARANI ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR 37

PEHERINTAH KA U7ATEN LEBONG
BAGAH HUKUM
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